TRIWULAN I




KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi
suatu Badan Publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk
pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai
syarat terciptanya good governance. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses
informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat
serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Hal
tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008. Adanya keterbukaan informasi
publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya
keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan
pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia
yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya
pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat
dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap
penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Informasi Publik sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik
dan akuntabilitas kepada masyarakat. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan
fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin
dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada masyarakat luas serta
mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas.

Akhir kata, semoga Informasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dapat
memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan

oleh Lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.
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1.1.

1.2.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebagai Badan Publik telah secara
berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat. Sebagai badan publik PPN Pengambengan menyadari
keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang
berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung
terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).

Tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan
adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses
terjadinya kebijakan publik. Selain itu, modernisasi teknologi informasi dan komunikasi
memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka
inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk
membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-
kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Dalam rangka
tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-
KP/2013 tentang Pelayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

PPN Pengambengan sebagai Lembaga publik dituntut untuk menyediakan
informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan
akuntabel serta sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang
perikanan tangkap, wajib menerapkan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan

tata kelola pemerintah yang baik (good government).

Tujuan
Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi secara rutin dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan

informasi publik pada lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan.



1.3.

1.4.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan keterbukaan informasi publik di lingkup PPN
Pengambengan dalam kurun waktu 3 bulan. Penerapan kebijakan keterbukaan informasi
publik di PPN Pengambengan mengacu kepada Surat Penugasan Kepala PPN
Pengambengan Nomor 300/KPTS-KPA.PPNPGB/OT.210/IV/2025 tentang penunjukan
Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pelabuhan

Perikanan Nusantara Pengambengan Tahun 2025.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik;

c. PP No.61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
52 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi//Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM);

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan;

h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan;

i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

j- Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Nomor

300/KPTS-KPA.PPNPGB/OT.210/IV/2025 tentang penunjukan Tim Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan

Nusantara Pengambengan Tahun 2025.



2.1.

BAB 11
PELAKSANAAN KEGIATAN

Gambaran Umum

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di PPN Pengambengan
mengacu kepada Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
Nomor 300/KPTS-KPA.PPNPGB/OT.210/1V/2025 tentang penunjukan Tim Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pengambengan Tahun 2025. Klasifikasi informasi yang dimiliki oleh PPN
Pengambengan, antara lain:

Tabel 1. Jenis dan Bentuk Informasi Publik dan Dokumentasi PPN Pengambengan

No. Jenis Informasi Publik Bentuk Informasi dan Dokumentasi

1. | Informasi publik yang Informasi pelabuhan perikanan;

diumumkan secara berkala Informasi Akuntabilitas Kinerja;
Peta pelabuhan perikanan;
Profil pelabuhan perikanan;

Kelas pelabuhan perikanan;

-~ 0o o 0o T o

Statistik sertifikat hasil tangkapan ikan di

pelabuhan perikanan;

g. Statistik implementasi logbook
penangkapan ikan di pelabuhan perikanan;

h. Produksi dan harga ikan di pelabuhan
perikanan;

i. Informasi tentang hak dan tata cara
memperoleh informasi publik;

j- Informasi tentang cara pengaduan;

k. Informasi tentang pengumuman pengadaan
barang dan jasa;

|.  Hasil survey kepuasan masyarakat triwulan
I-IV;

m. Laporan tahunan di pelabuhan perikanan;

n. Daftar rancangan peraturan perundang-

undangan di bidang kelautan dan

perikanan;




2.2,

Informasi standar pelayanan publik dan
SOP;
Sarana dan prasarana di pelabuhan

perikanan.

2. | Informasi publik yang tersedia

setiap saat

Daftar informasi publik;
Peraturan perundang-undangan, keputusan

dan/atau kebijakan di subsektor perikanan

tangkap.

3. | Informasi publik yang

diumumkan secara serta merta

Informasi cuaca dan maritim;
Informasi peta perkiraan daerah

penangkapan ikan.

Adapun kewajiban dan hak penyedia informasi yaitu:

1. Hak penyedia informasi yaitu berhak menolak memberikan informasi yang
dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang
ditetapkan serta berhak menolak permohonan dan permintaan informasi yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan PPN

Pengambengan;

2. Kewajiban penyedia informasi, antara lain:

a. Wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang
berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi

yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan yang ditetapkan;

b. Wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format

informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon

informasi publik;

c. Wajib mengelola informasi publik secara baik dan efisiensi sehingga dapat

diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan dan cara sederhana.

Layanan Permohonan Informasi

Pelayanan informasi dan dokumentasi
Pengambengan kepada masyarakat saat ini sudah dilakukan secara online melalui

website PPID | Kementerian Kelautan dan Perikanan. Website PPID juga menyajikan

berbagai data sesuai dengan kategori informasinya, antara lain, informasi yang
disediakan dan disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib

diumumkan serta merta. Selain itu, pelayanan langsung melalui tatap muka juga tetap

dilaksanakan di ruang pelayanan informasi PPN Pengambengan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara



BAB III
PEMBAHASAN

Daftar Informasi Publik

Pelaksanaan penyebarluasan informasi publik di PPN Pengambengan telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana berdasarkan jenis klasifikasi informasi. Adapun
jenis-jenis informasi selain informasi yang dikecualikan telah di publikasikan melalui
media elektronik dan media non elektronik. Penggunaan media elektronik dan non

elektronik dilaksanakan dengan menyesuaikan pada kebutuhan pengguna layanan.

Berikut daftar informasi publik PPN Pengambengan Tahun 2026.
Tabel 2. Daftar informasi publik PPN Pengambengan Tahun 2026

NO Judul Informasi Ringkasan Isi Informasi Tautan
https://pipp.kkp.go.id/profil-
pelabuhan/detail/eyJpdil6InJYYmM2SkIMR2RC

Informasi Informasi tentang Pelabuhan dWJZYzhOd283aVE9PSIsInZhbHVIljoiYVFJT1
1 pelabuhan Perikanan Nusantara VKV21XSi82Qms2bWtLVTAvQTO9liwibWFjljoiZ
perikanan Pengambengan WMyZDUxYzI1NTA3ZDBhYmFhOTgyZGZjMzli
MWNhNGRiIODgyODIWNTc4ZiBiOGNiNmU4N;j
A2M2Q30GQyZWEXNCIsInRhZyl6liJ9
Informasi tentang Perencanaan
Informasi Kinerja, Pengukuran Kinerja,
2 Akuntabilitas Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-
Kinerja Kinerja di Pelabuhan Perikanan nusantara-pengambengan/informasi-
Nusantara Pengambengan publik/berkala/
Peta pelabuhan Informasi tentang peta https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document i
3 erik:nan Pelabuhan Perikanan Nusantara nformation public/PETA_ PPN _PENGAMBENG
P Pengambengan AN.pdf
https://pipp.kkp.go.id/profil-
pelabuhan/detail/eyJpdil6IndYYmM2SkIMR2RC
Profil pelabuhan Informasi tentang profil dWJZYzh0d283aVEIPSIsInZhbHVIIjoiYVEJT1
4 erikarr)1an Pelabuhan Perikanan Nusantara VKV21XSi82Qms2bWtLVTAvQTO09liwibWFiljoiZ
P Pengambengan WMyZDUxYzI1NTA3ZDBhYmFhOTqyZGZjMzli
MWNhNGRiIODgyODIWNTc4ZiBiOGNiNmU4N;j
A2M2Q30GQyZWEXxNCIsInRhZyI61iJ9
https://pipp.kkp.qgo.id/profil-
pelabuhan/detail/eyJpdil6InJYYmM2SkIMR2RC
Kelas pelabuhan Informasi tentang kelas dWJZYzh0d283aVE9PSIsInZhbHVIljoiYVFJT1
5 erikar?an Pelabuhan Perikanan Nusantara | VKV21XSi82Qms2bW{LVTAvQTO9liwibWFiljoiZ
P Pengambengan WMyZDUxYzI1NTA3ZDBhYmFhOTgyZGZjMzli
MWNhNGRiIODgyODIWNTc4ZiBiOGNiNmU4N;j
A2M2Q30GQyZWEXNCIsInRhZyl6liJ9
https://pipp.kkp.go.id/profil-
Statistik sertifikat Informasi tentang jumlah pelabuhan/detail/eyJpdil6IndYYmM2SkIMR2RC
hasil tanakapan penerbitan sertifikat hasil dWJZYzhOd283aVE9PSIsInZhbHVIljoiYVFEJT1
6 | iond glabpuhan tangkapan ikan di Pelabuhan VKV21XSi82Qms2bWHLVTAvQT09liwibWFiljoiZ
erikanZn Perikanan Nusantara WMyZDUxYzI1NTA3ZDBhYmFhOTqyZGZjMzli
P Pengambengan MWNhNGRiIODgyODIWNTc4ZjBiOGNiNmU4N;j
A2M2Q30GQyZWEXNCIsInRhZyl6liJ9
Statistik https://pipp.kkp.qgo.id/profil-
imolementasi Informasi tentang jumlah pelabuhan/detail/eyJpdil6InJYYmM2SkIMR2RC
o pbook implementasi logbook dWJZYzhOd283aVE9PSIsInZhbHVIljoiYVFJT1
7 gnan Kkapan ikan penangkapan ikan di Pelabuhan VKV21XSi82Qms2bWiLVTAvQTO9liwibWFjljoiZ
ool Perikanan Nusantara WMyZDUxYzI1NTA3ZDBhY mFhOTgyZGZiMzli
eFr)ikanan Pengambengan MWNhNGRiIODgyODIWNTc4ZiBiOGNiNmU4N;j
P A2M2Q30GQyZWEXNCIsInRhZyl6liJ9
https://pipp.kkp.go.id/profil-
. . . pelabuhan/detail/eyJpdil6InJYYmM2SkIMR2RC
produkst dan nformas} tentang produksi dan | gw.JzYzh0d283aVE9PSISInZhbHVIljolYVEJT1
8 o P T Nusantara VKV21XSi82Qms2bWHLVTAvQT09liwibWFiljoiZ
perikanan Pengambendan WMyZDUxYzI1NTA3ZDBhYmFhOTgyZGZjMzli
P 9 9 MWNhNGRIODgyODIWNTc4ZiBIOGNiNmU4N;
A2M2Q30GQyZWEXNCIsInRhZyl6liJ9
Informasi tentan Informasi tentang hak dan tata https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-
9 hak dan tata carg cara memperoleh informasi nusantara-pengambengan/galeri/detail/alur-
publik permohonan-informasi/




3.2

NO

Judul Informasi

Ringkasan Isi Informasi

Tautan

memperoleh
informasi publik

Informasi tentang

Informasi tentang tata cara

https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-
nusantara-

10 cara pengaduan pengaduan pengambengan/galeri/detail/suarakan-aspirasi-
dan-pengaduan/
Informasi tentang
1 pengumuman Informasi tentang pengumuman
pengadaan pengadaan barang dan jasa
barang dan jasa https://spse.inaproc.id/nasional
Hasil survey Informasi tentang hasil survey
12 kepuasan kepuasan masyarakat di https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-
masyarakat Pelabuhan Perikanan Nusantara | nusantara-pengambengan/laporan-dan-
triwulan I-IV Pengambengan pbj/laporan/survei/
Laporan tahunan Informasi tentang laporan https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-
13 di pelabuhan tahunan di Pelabuhan Perikanan | nusantara-pengambengan/laporan-dan-
perikanan Nusantara Pengambengan pbj/laporan/tahunan/
14 Informasi cuaca Informasi tentang cuaca dan
dan maritim maritim https://bbmkg3.bmkg.go.id/display_lobby/
Informasi peta Informasi tentang peta perkiraan
15 perkiraan daerah daerah penan kg pan ikF;n
penangkapan ikan penangkap http://118.97.27.101/
Daftar informasi _Informas_l tentgng_daftar https://ppld.kkp.qo.|d/upt/pe_labuhanfperlkanan-
16 . informasi publik di subsektor nusantara-pengambengan/informasi-
publik . - - "
perikanan tangkap publik/tersedia-setiap-saat/
Peraturan
perundang-
undangan, .
K Informasi tentang peraturan
eputusan
17 dan/atau perundang-undangan subsektor
kebijakan di perikanan tangkap https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-
subsektor nusantara-pengambengan/informasi-
perikanan tangkap publik/berkala/
Daftar rancangan
peraturan .
perundang- Informasi tentang rancangan
18 undangan di pgrgturan perunaang- undangan https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-
. di bidang kelautan dan perikanan - -
bidang kelautan nusantara-pengambengan/informasi-
dan perikanan publik/berkala/
Informasi standar Informasi tentang standar
19 ) pelayanan dan SOP pelayanan https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-
pelayanan publik . :
di Pelabuhan Perikanan nusantara-pengambengan/standart-
dan SOP
Nusantara Pengambengan layanan/data
https://pipp.kkp.go.id/profil-
Sarana dan Informasi tentana saranan dan pelabuhan/detail/eyJpdil6IndYYmM2SkIMR2RC
rasarana di rasarana di Pelgbuhan dWJZYzh0d283aVE9PSIsInZhbHVIljoiYVFJT1
20 | braserene B NUsar tarm VKV21XSi82Qms2bWiLVTAvQT09liwibWFiljoiZ
pete WMyZDUxYzI1NTA3ZDBhYmFhOTgyZGZjMzli
perikanan Pengambengan

MWNhNGRiODgyODIWNTc4ZjBiOGNjNmU4N;j
A2M2Q30GQyZWEXNCIsInRhZyl6liJ9

Jumlah Permintaan Informasi

Dengan adanya kemudahan dalam pengisian formulir permohonan informasi di

website resmi PPID PPN Pengambengan PPID | Kementerian Kelautan dan Perikanan,

permohonan informasi yang diterima sudah secara online melalui website dan tatap

muka secara langsung di kantor pelayanan PPN Pengambengan. Berikut jumlah

permohonan informasi publik periode triwulan I 2026.

Tabel 3. Jumlah permohonan informasi Triwulan I Tahun 2026

No Bulan Tatap Muka Website
1 | Januari 8 0
2 | Februari 5 2
3 | Maret 3 0




3.3

3.4

Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah permintaan informasi publik pada periode
Semester [ Tahun 2026 sejumlah 18 permohonan, 16 permohonan secara tatap muka

dan pada bulan Februari terdapat 2 permohonan melalui website PPID.

Permohonan Informasi
50
45
40
35
30
25
20
15
10

Januari Februari Maret

==@==Tatap Muka Website

Grafik 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Pada bulan September 2025 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun
2025. Hasil Penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh
Sekretariat Jenderal yang tertuang pada pada Keputusan Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor 25/PPID-
KKP/X11/2025 Tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2025 PPN Pengambengan Memperoleh nilai 93.35 atau dalam kategori
Informatif.

Kendala

Selama periode Triwulan I tahun 2026, terdapat kendala terkait keterbukaan
informasi publik di PPN Pengambengan. Penggunaan website PPID masih menjadi
hal yang baru, sehingga permohonan informasi sering masih dilakukan melalui email
atau melalui whatsApps. Berkaitan dengan hal tersebut, petugas mengarahkan untuk
melakukan permohonan melalui website PPID. Selain itu, permohonan data yang
diminta oleh pemohon memiliki format yang berbeda dengan data yang tersedia di
PPN Pengambengan, sehingga petugas membutuhkan waktu untuk menyelesaikan

permohonan yang diminta.



BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Hasil laporan keterbukaan Informasi publik triwulan [ 2026 dapat disimpulkan sebagai
berikut :

1. Jumlah permintaan informasi publik pada periode Semester I Tahun 2026 sejumlah 18
permohonan, 16 permohonan secara tatap muka dan pada bulan Februari terdapat 2
permohonan melalui website PPID.

2. Telah dilaksanakan Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025 dengan
hasil PPN Pengambengan memperoleh nilai 93.35 atau dalam kategori Informatif.

3. Laporan ini dibuat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai bahan
monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPN

Pengambengan.

4.2. Saran
Dengan adanya web PPID PPN Pengambengan, masih perlu dilakukan sosialisasi baik
secara langsung maupun online terkait akses memperoleh informasi publik di PPN

Pengambengan.



LAMPIRAN

1. Rekap Permohonan Informasi Publik Melalui Website

Pengajuan Informasi

Momaor

Mo
Parmohonan

920/FPIDKKP-
PINI2026

T10PPIDKKP-
PUNEPN2RE

Management PPID KKP

Tangaal

20-05-
2026
14:02

28-04-
2026

Mama Email
Adani Hari
ant nar Adani.susanto@mhs.unsoed ac.id
Susanto
Adila Dewi _
Ariani dilaanjani021 @gmail.com

Tujuan
Pusat

Diraktorat
Jenderal
Perikanan
Tangkap

Direktorat
Jenderal
Parikanan

Tujuan Daerah

PELAEBUHAN
PERIKAMAN
MUSANTARA
PENGAMBENGAN

PELABUHAN
PERIKAMAN
NUISANTARA

Tujuan
Panggunaan

Penalitian

Penelitian

Status

11 Hari

24 Hari

Action



2. Rekap Permohonan Informasi Publik Tatap Muka

NO No Pendaftaran Tanggal Nama Pekerjaan Atamat No. Tip No KTP Jenis Informasi Tujuan Penggunaan Informasi Tindak fanjut Nama Petugas
1 001/PPID/PPN.Pgb/1/2026 2 Januari 2026 | Ni Kadek Dwi Intan Sugiantini | MaNasiswi Universitas Pendidikan) Banjar Baluk Anvar, Negara, Jembrana - 85858664340 5101014701040000 Magang Industri Jurusan Manajemen magang Mengambll langeund: Kirim Ida Trisandya, S.Pi
Mahasiwi Universitas Brawiaya JI. Raya Sumbersari No.285A, Data Produksi Hasil Tangkapan Ikan Lemuru Perbulan Mongambil langeun, Kirim
2 002/PPID/PPN.Pgb/1/2026 19 Januari 2026 Gina Widanti i8Ya. | Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota 81336215144 3502016111030000 dari Tahun 2021-2025, Data Jumlah Trip penangkapan Tugas Akhir Kuliah (Skripsi) o ngsung. Ida Trisandya, S.Pi
Malang : ? melalui WA
Malang Kapal Purse Seine Perbulan dari tahun 2021 - 2025
Data Produksi Ikan Layang Perbulan dari Tahun 2021-
3 003/PPID/PPN.Pgb/1/2026 20 Januari 2026 | Salsabila Anggraeni Yohana | Mahasiwi Universitas Brawijaya, | JI. Kertoraharjo No 101, RT/RW. Kec. 85236605601 3508047009040000 2025, Data Jumiah lrip penangkapan lkan Layang Tugas Akhir Kuliah (Skripsi) Mengambil langsung, kirim Ida Trisandya, S.Pi
Malang Lowokwaru, Kota Malang melalui WA
perbulan dari tahun 2021 - 202!
Jeris dan Volume Hasil Tangkapan PPN Pengambangan
) 2021-2025, Jumiah Armada Penangkapan di P ’ ;
4 004/PPID/PPN.Pgb/1/2026 28 Januari 2026 Akbar Yoga Utomo \!_‘)”52::‘5;:: Us";"me:::s DESESTES‘”:;E ia'?ggr/:f;:f' Kec. 81350262384 3322031311040002 Pengambengan 2021-2025, Jumlah dan Jenis A\a( Ki‘:"g:a;’:?sz:j ;’::;‘::e;‘a Me"ga"r‘:’;‘l;a‘“gvs\;ﬂg' Kirim \da Trisandya, S.Pi
iponegoro. 9 usukan, 9 Tangkap di PPN Pengambengan 2021-2025 pang iow i
Jenis dan Volume Hasil Tangkapan PPN Pengambengan
) 2021-2025, Jumiah Armada Penangkapan di PPN ;
5 005/PPID/PPN.Pgb/1/2026 28 Januari 2026 Candra Aji Pratama Mahasiswa Universitas JI- Noroyono No. 1, Rt 01/Rw 01, Bulu 81359262384 3374020604050006 Pengambengan 2021-2025, Jumlah dan Jenis Alat Kelengkapan data Praktik Kerja Mengambil langsung, kirim Ida Trisandya, S.Pi
Diponegoro, Semarang Lor Semarang Lapangan (PKL) Mahasiswa melalui WA
Tangkap di PPN Pengambengan 2021-2025
informast digunakan sebagai bahan
Data dan informasi terkait sistem pengolahan data, | kegiatan magang, penyusunan laporan
sistem informasi pelayanan, serta proses pengelolaan magang, dan pengembangan
6 006/PPID/PPN.Pgb/1/2026 28 Januari 2026 | Komang Aldy Satria Wiguna | MaNasiowa tniversias Trivatma | Banjar Munduk Ramih Desa Tukadaya. 85792421419 5101041005050001 teknologi informasi di Teknik Mengambll langeund: Kirim Ida Trisandya, S.Pi
ulya, g i Pengambengan yang berkaitan dengan kegiatan Informatika dalam penerapan sistem i
P dan admi 2 informasi di lingkungan pelabuhan
»
Data dan informasi mengenai sistem pengelolaan data |  Informasi digunakan sebagai bahan
pelabuhan, sistem informasi pelayanan kapal dan laporan kegiatan magang, tugas
. 007/PPIDIPPN.PGbI2026 28 Januari 2026 Jiad All Mukt Mahasiswa Universitas Triyatma | Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, 85738322655 5101041606030002 nelayan, serta data pendukung terkait kegiatan akademik, dan pongembangan sister | Mengambil langsung, kiim da Trisandya, S.Pi
Mulya, Jembrana K P informasi berbasis komputer di bidang alui WA
Pengambengan untuk keperluan kegiatan magang dan | pelabuhan perikanan sesuai dengan
pembelajaran di bidang Teknik Informatika. bidang keilmuan Teknik Informatika.
Sebagal data urtuk laporan perina
Manasiswa Unverstas Tryaima Informasi perinal sistem IT pada sistem apa saja yang | oL irim
8 008/PPID/PPN.Pgb/1/2026 28 Januari2026 Adam Farhan Darmawan Miva v . Jombrana Banjar Tengah, Jembrana, Bali 81938380774 5101011 4 saja yang di terapkan dan Paipakal dan 2pa saja yang harus di o Ida Trisandya, S.Pi
bagaimana cara mongopraskanmys di saat perkeria o
Aartara
Kegiatan 4Magang Berdampak untuk
pelaksanaan mini riset dengan topik
u t “Kegiatan Pendampingan Pengisian | Mengambil langsung, kirim
° 009/PPID/PPN.Pgb/I1/2026 9 Februari 2026 | Ni Komang Diah 9 Pt Banjar Berawan Salak 82147118818 5101016609050004 Data Logbook Nelayan o Ol M e by Ida Trisandya, S.Pi
Perikanan Nusantara (PPN)
Pengambengan”
pong maga mengenai sebagai implementasi pembelajaran
10 010/PPID/PPN.Pgb/11/2026 9 Februari 2026 Ainni Fadzara Mahasiswa Universitas Gadjah Silo, Tegalsari, Bruno, Purworejo 81227468822 3306135310040002 Pelabuhan, Pelayanan Usaha, Tata Kelola Sarana dan secara langsung , penunjang Mengambil langsung, kirim Ida Trisandya, S.Pi
Mada, Yogyakarta pelaksanaan kegiatan magang serta melalui WA
rasarana, dan Kesyahbandaran
untuk pengembangan kompetensi.
magang mengenai O sebagai implementasi pembelajaran
peng
11 011/PPID/PPN.Pgb/I1/2026 9 Februari 2026 Dias Aditya Manasiswa Universitas Sadiah | Duta Bintaro Gluster Ubud 2 Tangerang 85893167217 3671062004050008 Pelabuhan, Pelayanan Usaha, Tata Kelola Sarana dan secara langsung . penunjang Mengambil langsung, kirim Ida Trisandya, S.Pi
Mada, Yogyakas Pinang pelaksanaan kegiatan magang serta melalui WA
rasarana, dan Kesyahbandaran
untuk pengembangan kompetensi
magang mengenal sebagai implementasi pembelajaran
’ ) peng
12 012/PPID/PPN.Pgb/11/2026 9 Februari 2026 Erik Maulana Putra Mahasiswa Universitas Gadjah | Bekasi, Tambun Selatan, graha prima 82334063155 40012 Usaha, Tata Kelola Sarana dan secara langsung , penunjang Me"ga"‘t’” langsung, kirim \da Trisandya, S.Pi
Mada, Yogyakarta blok h1 no 36 rt 06 rw 06 pelaksanaan kegiatan magang serta alul WA
Prasarana, dan Kesyahbandaran
untuk pengembangan kompetensi
sebagai implementasi pembelajaran
Universitas Gadjah peng magang mengenai O Soara ngeung , bonuniang Mengambil langsung, kirim
13 013/PPID/PPN.Pgb/11/2026 9 Februari 2026 Kalya Meidiana Naomi jarsari, Kota Surakarta 88220064141 3 1 . Usaha, Tata Kelola Sarana dan ung . gsung, Ida Trisandya, S.Pi
Mada, Yogyakarta o kegiatan magang serta melalui WA
: untuk pengembangan kompetensi.
14 014/PPID/PPN.Pgb/111/2026 31 Maret 2026 Made Wiwika Piscarii ASN JI. Patimura 77 Denpasar 81999682415 5103064203900005 Data Produksi di PPN Peng 'gan Bulan ta PDRE Soktor Kirim melalui WA Ida Trisandya, S.Pi
Januari-Maret 2026 Perikanan Provinsi Bali
data produksi (volume dan nilai), rata-rata jumiah kapal | Survei Pelabuhan Perikanan/Tempat
15 015/PPID/PPN.Pgb/111/2026 31 Maret 2026 Dewa Ayu Sri Jayanti ASN Ji. Anggrek | No. 50 85841301020 5108056807950001 yang mendarat, alat tangkap yang digunakan dalam Pelelangan Ikan (PP/TPI) Triwulanan Kirim melalui WA Ida Trisandya, S.Pi
3 tangkap PPN 2026
16 016/PPID/PPN.Pgb/I11/2026 31 Maret 2026 Imma Nurma Sari Manajer Kantor Perwakilan Bank | | otga Tantular No. 4, Denpasar +62 857 10057522 Data Produksi Perikanan Tangkap di PPN Asesmen Provinsi Bali Kirim melalui WA Ida Trisandya, S.Pi

Indonesia Provinsi B:

ecara bulanan




